










. Kami menyampaikan terima kasih kepada jajaran
Pemerintah Kabupaten Rembang, sebagian besar
petaksanaan ApBD ZO16 memang sudah berjatan
wataupun Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SlLpA) yang
memprihatinkan terutama di sektor pembangunan infra
struktur. Maka Fraksi Karya Sejahtera DpRD Kabupaten
Rembang berharap datam petaksanaan pembangunan
yang sedang berjatan ini semua OpD ,,cancut tati
wanda,, bekerja keras sehingga kebutuhan masyarakat
tercukupi.

o Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oteh DpRD
Kabupaten Rembang kepada pemerintah Kabupaten
Rembang didepan, agar betut-betut diindahkan.

o Saat ini kita masuk datam era ,,media 
sosiat,, seperti

face book, massenger, whatsapp (WA), tweeter dsb.
Masyarakat memanfaatkan media sosial ini sebagai
saturan untuk mengungkapkan gagasannyai berupa
gagasan memajukan daerahnya, memberi masukan
kepada pemerintah, mengkritik kebijaksanaan
pemerintah dsb. pemerintah diharapkan tidak atergi
atau menutup mata/tetinga terhadap masukan/kritik
tersebut, pemerintah sekarang bukan tagi ,,menara

gading" yang tidak bisa tersentuh oteh siapapun. Maka
dari itu Fraksi Karya Sejahtera mengajak kita semua
untuk peduti terhadap ,,detak jantung,, masyarakat tsb.

Demikiantah, disertai
Fraksi Karya Sejahtera

catatan-catatan tersebut,

dengan ini menvetuiui



ditetapkannya MPERDA pertanggungjawaban petaksanaan

APBD TA 2016 Kabupaten Rembang menjadi PERDA APBD

T A 2016 Kabupaten Rembang.

Terima kasih - Wassatamu,ataikum wr. wb

DPRD KABUPATEN REMBANG

, FMKSI ](ARYA SEJAHTEM

Ketua, Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH



FRAKSI HARAPAN DPRD I(ABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016

Dibacakan OIeh : paramita prapanca A.N.R, S.pd

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DpRD Kabupaten Rembang
Bupati dan Wakil Bupari Rembang.
Forum Koordinasi pimpinan Daerah Kabuparen Rembang
Sel<retaris Daerah Kabuparen Rembang.
Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala
Dinas/Badan/Kanror/Bagiar/Insransi 

Verdkal se Kabupaten Rembang.
Camat se Kabuparen Rembang

Kerua KPUD Kab. Rembang, Kerua Ormas, parpoi, LSM Kab. Rembang danhadirin yang berbahagia.

Assalaant u alaik um Wr. Wb.

syukur Alhamduri,ah kim panjarkan kehadirar Arah swr aras limpahan
Rahmar serra KaruniaNya, sehingga pada hari ini kira dapat menyampaikan
Pendapar A-khir Fraksi tr

A'BD r.A 2016 daram ke;I:ffi::'rda 
Pertanggungjawaban petaksanaan



. Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Dinamika dalam peraksanaan Anggaran pendaparan dan Beranja Dacrah
Kabupaten Rembang T.A 2016, seyogyanya menjadi ..griru,, 

clalam
pelaksanaan APBD Tahun 2012. Kerebihan dan kekurangannya menjacli
cerminan, bagaimana meraksanar<an program dan kegiaran unruk lebih baik
dibanding tahun sebelumnya.

Mengamati pelaksanaan ApBD Tahun 2OlZ, terdapar kererlambaran
Penyerapan anggaran, dan hal serupa juga rerl'adi pacla peraksanaan ApBDTahun 2016. Kami mengharapkan pemerintah kabupaten Rembang,
mencermati kererrambaran ini dan menjadikan har rersebut sebagai skalaprioritas penring' mengapa dalam 2 (crua) rahun benurut-rurut kitamengalarni per.soalan yang sama.

Kami mendorong upaya pemerincah untuk

;::ffi x::LT:fl 
dan apararu"ipit n'guil'iilll,:';;'1,;:;;

sampaikan o,* 0...#l::,Jj:til1J.i,*r* apa vans t.r,h r.o,r

adalah garnbaran kiner ' 
poran Penanggungiawaban

ringka r c apai an, o."J^n."1T;::'ffi,1*t,?*Xi, J'3;lgambaran 'sejauh mana Apararur Sipir Negara memahami mpoksi, visi misiBupati dan Wakil Bupari, komitmen untuk menjaga rencana_renc:ina

[:::11*r 
yang sudah diretapkan dan eros keqja unrul< mencapai hal

Kami mengharapkan ia

sebagai salah saru ,orou'ooton 
perranggungiawaban ini clapar dijaclikan

personil pada .u.,nr-rurl[;** 
me]akukan peniJaian d'rn pencmpa tan



Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Harapan, kami mensepakati Raperda

Perranggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2016 dapat diterapkan menjacli

peraruran daerah

Blllahi tauf iqw al hiday alt

Wassalaamu'alaik um Warahna tullahi Wa baraka tuh.

Rembang,lTJuli 2017

FMKSI HAMPAN
DPRD I(AB. REMBANG

Kerua Sekretaris

HNINGSIH,SE



BUPATI REMBANG

SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA ACARA PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGU NGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN ECLANJE

DAEMH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Tanggat, 17 Juti 2O1T

A ss a I a m u' a I a i k u m W r. w o-.

Yth.
Ykh. -

Ykh. -
Ykh. -

Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
Para Ketua KomisiOan Anggota denO
Kabupaten Rembang;
Rekan^-Rekan Forkopimda Rembang 

;
Para Asisten Sekda dan Kepala S-fpO se
Kab. Rembang;

Ykh. - para Camat 1an Hadirin sekalian yang
berbahagia.
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Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah
terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur
Athamdufiilah kehadirat Allah SWT, Tuhan yang
Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan
Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat paripurna
Terakhir DPRD, da'lam rangka
"Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2016,' dalam keadaan
sehat wal'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Pada kesempatan yang baik ini ijinkanlah saya

menyampaikan ucapan terima kasih kepada
pimpinan dan segenap anggota dewan yang
terhormat, yang telah memberikan dukungan dan
kerjasama yang baik dalam rangka melakianakan
berbagai program dan kegiatan pembangunan di
Kabupaten Rembang. Oleh karena itri sesuai
dengan arah kebijakan umum dan prioritas
pembangunan yang telah disepakati bersama antara
eksekutif dan Legeslatif, maka akhir TahunAnggaran 2016, kami menyampaikan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, seperti



yang telah kami sampaikan pada sidang p"ng"nt"r'
Nota Keuangan Laporan pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran2016
lalu, yang merupakan tahap akhir dari siklus
anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan
anggaran, sebagai cerminan dari hasil-hasil yang
telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran
mengenai berbagai kendala yang Oilumpai dalam
pelaksanaan ApBD Tahun Anggaran 2016.

Hadlrin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Seperti yang telah tami sampalfan padaPengantar Nota Keuangan LaporanPertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD
Tr?rrr,"n Rembang Tahun Angga ran 2O16,bahwadari rencana pendapatan -baerah- 

sebesar
Rp. 1 . 490. 59 Z.t 42. 4SS,O0 (safu rriyu, 

-'e 
m pat

:_t: ..sembitan putuh mityar iima ratussembilan putuh dua juta tujun ratui empat
ptulu.h. dua ribu empat ratus tima puatui timarupiah) dapat direatisasikan ,"t"r.r. Rp.1.564.868.839.955,55 (Satu trilyun i^, ,rru"
enam puluh empat milyar delapan ratus enam



puluh delapan juta delapan ratus tiga putuha
sembllan ribu sembilan ratus tima puluh lima
koma lima puluh lima rupiah) atau 104,9g%.

Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan
sebesar Rp. Rp.1.874.975.616.260,00 (Satu
trllyun delapan ratus tujuh putuh empat
mllyar delapan zeltus tujuh puluh lima juta
enam ratus enam belas ribu dua ratus enampuluh rupiah) direalisasikan sebesar Rp.
1.734.304.0A1.928,58 (Satu trilyun tuiun ratus
tiga putuh empat mityar tiga iatus iiir, iuodelapan puluh satu ribu sembitan raiis auapuluh delapan koma lima puluh detapan
ruplah) atau 92,50%, meliputi atas Oetanla Oantransfer dengan rincian untuk belanja Oari yang
direncanakan sebesar Rp. 1.577.56 d..rii..zuo oo(Satu tritiun tima ratus tujuh putuh tujuhmilyar lima ratus enam puluh delapan juta
tujuh. ntus tujuh putuh ribu dua oiri 

"r"^puluh rupiah) realisasinya adalah ."U".", np.1-438.006.027.928,58 (Satu tritiun 
"^i"r'u*"tig.a puluh detapan mityar enam jua Jiaputun

tujuh ribu sembilan ratus dua puh delapan



koma tima putuh detapan rupiah)dan transfer
dari yang direncanakan sebesar Rp.
297.306.846.000,00 (Dua ratus sembilan putuh
tujuh milyar tiga ratus enam juta delapan
ratus empat puluh enam ribu rupiah)
realisasinya adalah sebesar Rp.
296.298.054.000,00 (Dua ratus sembilan putuh
enam milyar dua ratus sembitan puluh
delapan juta tima putuh empat ribu rupiah).

Sedangkan pembiayaan yang Airencanakan
sebesar Rp. 396.607.973.g05,00 (Tiga ntus
sembllan puluh enam mltyar enam' raltus tuiuhjuta detapan ratus tujuh puluh tiga riOudelapan ratus tima rupiah) reaiisasinya
sebesar Rp. 396.607.873.805,61 (Tigi ratus
sembilan puluh enam milyar enam' liirus tujuhiuta delapan ratus tujuh putuh tigi riOudetapan ratus tima koma "r", piii 

"rrurupiah) atau 100,00%. Dan e.ng.tr"rrn
f^elbiavaan yang direncanakan ,"il"i", *0.
12.325.000.000,00 (Dua belas mityar tiga ratusdu.a putuh tima jub rupiahj reaiisasinya
sebesar Rp. 12.296.725.422,00 (Dua betas
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mttyar dua ratus sembllan puluh enam iuh
tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ntus
dua puluh dua rupiah) atau g9,77yo.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,
Laporan keterangan pertanggung jawaban yang

saya sampaikan ini merupakan gambaran umum
pelaksanakan program prioritas dan strategls
selama tahun anggaran 2016 dalam mencapai visi
dan misi pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagiaini kami atas nama pemerintah Kabupaten
Rembang dengan segala kerendahan dan ketulusan
hati, kami menyampaikan ucapan terima kasih
kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segata
dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.
Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini
merupakan buah karya dan hasil kerja keras kita
bersama.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

_ Demikian telah saya sampaikan pendapat AkhirRapat peraturan Daerah tentang
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Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016. Dan selanJutnya ditetapkan menjadi peraturan

Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan bimbingan dan kemudahan dalam
membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik
Sekian, terima kasih
Wasalam u'al ai kum W?. W.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ. S.Pd.I



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 
'5.TAHUN 

2017

TENTANG

PERSE"UJUAN

Hflffi
DE\,

'^,offsYflTH^m'aI"PAERAH

Menimbang: a. bahv
,"."i1.d::-*3., 

Undang'undans, Nomor 9 Tahun 2015

*';$qffi*r'ffft5*;11+*#perat
pend:
,.",jl"g Beranja o."'.#to_ tixl*?*, 

*HffIil
s,.rt"" F:ffi",#Hilifl "q*"u*'"T.rJ'"1,,^^,,penvaklan n.r.v.i rir'"*;"Jil',x 

"ffi* ,::s;*: ,o.**
b. bahwa Rancangan peratur

dimak

'"*Jxl*&l,h:.##ff '-3"J:,L,":i:X-tH:;
c. bahwa

perlu 
untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf bb..,.#;ffffiH JjXiHf: Dewan p"","roll"'ilt",

Mengingat : 1. Undanl

i"#kt":fJ#;"*#1,'1iJo',1?.'"0 "Jfr
' t**t"t 

**w**i+*lr,:r i*$ffii+;$
Undang
Atas Un
Bumi dr



3. Undalg-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun
2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolosi dan Nepotisme ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan' Negara ;

6. Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara ;

i Tahun 2004 ten tan g

7. Undang-Undang. Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan perigelolaan dan TanggungJ;t Keuangan
Negara;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan pembangunan Nasional ;

9. Undang-Undang Nomor 33
Perimbangan Keuangan arltara
Pemerintahan Daerah ;

tahun 2OO4 tentang
Pemerintah Pusat dan

10. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentangPembentukan peraturan perundang_-.rJ".rgu, 
;

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Ueterafik*j_terakhir dengan Unding_undanj-lvo_o, 9 TahunzurJ rentang perutahan Kedua Atas Undang_UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintafran Daerah ;

1 3. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 200I tentangPajak Daerah ;

14. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 200 I tentangRetribusi Daerah ;

15. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan protokoler 
. dan X.r"rgoi" pimpinan danAnggota Dewan perwakilan Rakyat 6;.rj sebagaimanatelah diubah beberapa kali terat<hir a.ig", peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahu n ZOOi teriiang perubahan
Ketiga atas peraturan pemerintah N";;;-tl Tahun 2004tentang Kedudukan protokoler dan Xeua.rgan pimpinan
dan Anggota Dewan perwakilan n"f.y.i n""."f., ;

16. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanu"-Ur"r- ;



17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akutansi Pemerintah ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahuu 2005 tentang
Dana Perimbangan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan
Minimal;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaan dan- pengawasan penyelenggaraai
Pemerintahan Daerah i

23. Peraturan pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang. Pelaporan Keuangan dan Kineq'a tnstansi pemerintah 
;

24. Peraturan pemerintatr Nomor I Tahun 2OO7 tentangPengesahan, pengundangan d;--'penyebarluasan
Peraturan perun<ian!_UnOaigan ; --'

25. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
::fly.*"yylenggaraan pemerintahan Daerah Kepadaremenntah, la.ooran Keterangan pertanggungiu*iban
{epala Daerah, Kepada o.*." i?r*.r.ii* n"4y", Daerah,dan Informasi la.poran penyelenggaraan pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat ; -

26, Peraturan pemerintah. Nomor lg Tahun 20lZ tentang HakKeuangan dan Administratif pimei;;;a1.,- nnggot" DewanPerwakilan RaJcyat Daerah

27. Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman penvusunan peraturar Oa*an perwakitan
I"].y.t Daerah tentang Tata Tertib 6.*.r, perwakilan
Rakyat Daerah;

28. Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 20ll tentangPinjaman Daerah ;

29. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentangHibah Daerah;

30. Peraturan Daerah Klbupaten Rembang Nomor 13 Tahun2006 tentang pokok_ pot'or.i"r,gei;;;""il;."gan 
Daerah;

31. Peraluran Daerah Kabup_aten Rembang Nomor 9 Tahun
?,9,16 

tenta$ A,"SC.T1 
-eenaapatan-a'in 

eehnja DaerahKabupaten Rembang Tahun engg*", iOiz;
32. Peraturan 

-Dewan 
perwakila-n Rakyat Daerah KabupatenRembang Nomor I Tahun 2olt l-ent;; peraturan Tata



MemperhaLikan

Menetapkal
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tertib Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Ratcyat baerah
Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan perw.akilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Kabupaten Rembang.

: l. l,aporan Badan Anggaran DpRD Kabupaten Rembang
pada tanggal L7 Juli 2017.

2. Pendapat Fraksi - fraksi Dewan perwakilan Ral<vat
!-a91ah Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juli
2017.

3. Pembicaraan - pembicaraan dalam Rapat paripurna
Dewan perwakilan Ralcyat Daerah Kibupaten
Rembang.

MEMUTUSKAN 
:

Menyetujui Rancansan peraturan Daerah KabupatenRembang 
_tentang 

-pertanggungiawaban 
pelaksanaan

Anggaran Pendaoatan da:r Eelaija D;;;J i<abupate.,
,l=P:q 1*.rl Anggaran 2oi6 u"se.t. tampiran_ramplranya untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerahsebagaimana terlampir.

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana DiktumPERTAMA Keputusan ini keiada eu;;;til;;;s
Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimanalaporan Badan Angga.un untuk aitinAaf fan;uti .

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dj Rembang
pada tanggal tZ Juli 2OlT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Memperhatikan

Ir{enetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tertib Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan 

-Peraturan Dewan Perwakilan Ralqyat baerah
Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakl'at Daerah Kabupaten Rembang Nomor l'Tahun 2014
terrtang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

: 1. Ia.poran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
pada tanggal t7 JuL|2OLT.

2. Pendapat Praksi - fraksi Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal lZ Juli
2017.

3. ?embicaraan - pembicaraan dalam Rapat paripurna
Dewan Pert akilan Rakyat Oaerah Kabupaten
Rembang.

MEMUTUSKAN :

Men;retujui Rancangan peraturan Daerah KabupatenRembang _tentang pertanggungiawab€u1 pelaksanaan

$eg.a.a" Pendapatan dan Eelaija Daeratr Kabupaten
I.:::y rah.u1 pssaran 2oi6 beserta rampiran_
lamprr.rnya untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerahsebagaimana terlampir.

lvt:11g1alt<an proses selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAMA Keputusan ini kelaaa Bupati F;;;;g.
Ivlemberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana
Laporan Badan Anggaor, ,rrtrk ditindak lanj;;.
Kepu tusan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal tT Jvli2Ol7

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
IGBUPATEN REIVIBANG

5$Il



BERITA ACARA

NOMOR :900 tA.tzO17
NOMOR:900/ t2O,t7

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada Ha. ini senin tanggar rujqh Beras buran Juri Dua Ribu Tujuh Beras kamiyang bertanda tangan dibawah ini :

l H ABDUL HAFlDz, s.pd. r. : Bupati Rembang , daram har ini bertindak untuk
dan Atas Nama pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang yang beralamat di Jalan p. Diponegoro
No. 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. H. GUNASIH. S. E.

3, M. BISRI CHOLIL.L

4. SUMARSIH

1. PIHAK pERTAMA dan

Rancangan peraturan

: Wakil Ketua Dewan penayakrlan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

: Wakil Ketua Dewan penarakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang .

: Wakil Ketua Dewar. penruakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Remban.o.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui
Daerah Kabupaten Rembang tentang

Dalam hai ini bertindak untuk dan atas nama Dewan perwakiian Rakyat DaerahKabupaten Rembang, selanjutnya disebut pIHAK KEDUA .

Menyatakan bahwa :



Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun

Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah .

2. PIHAK PERTAMA akan menyamp.aikan kepada Gubemur Jawa Tengah untuk

mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 ( tiga) hari kerja setelah

ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam
rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

BUPATIREMBANG

WAKIL KETUA

M.BISRI

WAKIL KETUA

H. ABDUL HAFIOZ, S. P.dI.




